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BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 150 TAHUN ANGGARAN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang .a.

KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BURU,
bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala
Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 65 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

bahwa untuk melakukan penyesuaian pagu Alokasi Dana Desa
yang berasal dari APBN dan APBD serta Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi ke Pemerintah Desa sesuai peraturan yang berlaku
maka perlu dilakukan penyesuaian dana dimaksud.

b.

bahwa pelaksanaan ketentuan V.17 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2019 menegaskan bahwa Pemerintah
daerah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari
dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah
ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan
perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana transfer
ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan
petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah daerah
melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer
dimaksud dengan cara melakukan perubahan peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD mendahului penetapan peraturan
daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk
selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019.
bahwa pelaksanaan ketentuan V.26. Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2019 menegaskan bahwa program dan

kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark,
DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam

rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK
Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan
Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana
Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang
bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan
darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan

d.



Mengingat 1.

mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan
APBD dengan cara (a). Menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak
melakukan perubahan APBD. (b.). Dalam hal program dan
kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan
darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut
diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran
program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019, Pasal 6 ayat 1

menyatakan bahwa Dalam Keadaan Darurat dan Keperluan
Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dengan mengeluarkan Peraturan Bupati mendahului
perubahan APBD yang selanjutnya diusulkan dalam
Rancangan Perubahan APBD maka untuk kebutuhan
mendesak tersebut perlu ketersediaan anggaran,

e.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Bupatio tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Buru Nomor 150 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019:

f

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Malku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republikindonesi Nomor 3961),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

3.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

4.
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10.

11.

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan5.
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan6.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),

8.

. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan9.
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangn -Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Angaran Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12),

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun
2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru
Nomor 17)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru
(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 2),
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Buru Tahun 2018 Nomor 16),

15. Peraturan Bupati Buru Nomor 150 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 150),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BURU NOMOR 150 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BURU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Buru Nomor 150 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buru Nomor 150) diubah sehingga
berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2019
terdiri atas :

1. PENDAPATAN
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 50.257.663.171,00

b. Dana Perimbangan Rp. 831.226.944.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 130.617.458.230,00

JUMLAH PENDAPATAN Rp. 1.012.102.065.401,00

2. BELANJA
a. Belanja Tidak Langsung

i. Belanja Pegawai Rp. 308.163.343.109,00

ii. Belanja Bunga Rp. 3.896.341.463,00
iii. Belanja Subsidi Rp. 00
iv. Belanja Hibah Rp. 27.701.500.000,00
v. Belanja Bantuan Sosial Rp. 7.646.626.000,00
vi. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa Rp. 2.969.643.000,00
vii. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 136.727.061.080,00
viii. Belanja Tidak Terduga Rp. 4.709.180.527,20

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 491.813.695.179,20

b. Belanja Langsung
i. Belanja Pegawai Rp. 11.978.201.000,00
ii. j')” Belanja Barang dan Jasa Rp. 219.516.704.867,00
iii. Belanja Modal Rp. 296.944.555.063,80
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JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp. 528.439.460.930,00
JUMLAH BELANJA Rp 1.020.253.156.110,00
SURPLUS/ (DEFISIT) Rp. (18.930.350.850,00)

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan Rp. 6.254.886.200,00
b. Pengeluaran Rp. 17.034.146.341,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO Rp. (10.779.260.141,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN BERKENAN Rp. (18.930.350.850,00)

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 2! JANUAM 2019

Diundangkan di Namlea
pada tanggal MH Jarua 2019

PATI BURU -L

IM UMASUGI

SEKRETARIS DAERAH£
KABUPATEN BURU,

AV
AHMAD ASSAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR
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